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KATA PENGANTAR 
 

 

Buku ini merupakan hasil penelitian dengan topik Model Tata Kelola 

Dalam Pengembangan Desa Wisata Edukasi Pedesaan Di Kabupaten 

Bojonegoro. Selain itu buku ini merupakan satu di antara luaran tambahan 

yang dijanjikan pada hibah Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat (DPPM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi 

skema Penelitian Fundamental Reguler (PFR) Berdasarkan nomor kontrak 

induk 128/C3/DT.05.00/PL/2025 dan nomor kontrak turunan 

035/LL7/DT.05.00/PL/2025.  

Pada bagian awal buku ini membahas konsep Administrasi Publik, bagian 

kedua membahas konsep Governance, bagian ketiga membahas Desa Wisata, 

bagian keempat membahas Model Tata Kelola Dalam Pengembangan Desa 

Wisata Edukasi serta pada bagian kelima Penutup. 

Penulis berharap bahwa isi buku ini dapat menjadi bahan bacaan bagi 

Mahasiswa, Birokrasi maupun masyarakat secara umum tentang 

perkembangan konsep dan teori dalam tata kelola pengembangan Desa 

wisata edukasi. Penulis juga menyadari bahwa isi buku ini masih belum 

sempurna, untuk itu penulis dengan segala kerendahan hati sangat berharap 

adanya kritik, saran, dan masukan yang bersifat konstruktif dalam perbaikan 

isi buku, sehingga isi buku ini dapat memenuhi kelayakan akademik. Semoga 

buku ini bermanfaat terhadap khazanah keilmuan administrasi publik di era 

dewasa ini. 

 

Bojonegoro,    Agustus 2025 
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BAB 1 

ADMINISTRASI PUBLIK 

 
A. KONSEP ADMINISTRASI PUBLIK 

Salah satu asumsi dasar dalam mengkaji administrasi publik merupakan= 
administration is a unitary process that can be studied uniformly, at the 

municipal administration, state administration, and federal administration=. 
Asumsi dasar ini ditulis oleh White (1926) dalam artikelnya yang bertajuk= 
Introduction to the Study of Public Administration= begitu juga disunting oleh 
Shafritz, et.al (2004). Arti yang tercantum dalam anggapan dasar itu adalah 

bahwa mempelajari disiplin ilmu administrasi publik berarti menelaah 

administrasi publik sebagai satu kesatuan cara, tidak hanya pada kadar 

federal serta kadar negeri namun pula menyangkut administrasi pada kadar 

lokal( misalnya municipal). 

Dalam pemikiran Shafritz & Russel (1999) dalam bukunya= Introducing 

Public Administration= bahwa memahami administrasi publik (public 
administration) tidak dapat cuma lewat satu arti saja, sebab tiap-tiap peminat 

administrasi publik memiliki perspektif yang berbeda alhasil menyimpulkan 

definisi yang berbeda pula. Oleh karena itu, Shafritz & Russel (1999) 

mengembangkan pemahaman terhadap administrasi publik dalam empat 

kategorisasi atau perspektif yang mencakup: (1) political perspective, (2) sah 

perspective, (3) managerial perspective, serta (4) occupational perspective. 

Klasifikasi arti administrasi public yang dapat dipahami dalam empat 

perspektif ialah: awal, dari perspektif politik melihat administrasi publik 

sebagai =what government does= baik langsung maupun tidak langsung, suatu 
tahapan siklus pembuatan kebijakan public, implementasi kepentingan public, 

dan sebagai kegiatan yang dilakukan dengan cara beramai- ramai sebab tidak 

bisa digarap dengan cara perseorangan. Kedua, perspektif legal (hukum), 

administrasi publik dipandang selaku penerapan hukum (law in action), 

regulasi, kegiatan pemberian sesuatu dari penguasa ataupun =raja= kepada 
rakyatnya (King’ s Largesse), dan sebagai wujud= theft= ialah aksi mengutip 
beberapa harta orang banyak buat dibagikan ke yang miskin dengan cara sah 



 

 

BAB 2 

GOVERNANCE 

 
A. KONSEP GOVERNANCE 

Buah pikiran governance lahir selaku respon dari gagasan kandas 

managerialism terkini (Saint-Martin, H., Hernández-Cobos, J., Bernal-

Uruchurtu, M. I., Ortega-Blake, I., & Berendsen 2000), administrasi publik 

terkini (Andrisani, P.J., Hakim, S. And Savas, E.S. 2002) serta administrasi 

publik lama serta terkini (Bovaired & Loffler 2006) buat menciptakan 

kesamarataan sosial serta administrasi publik yang mengarah pada 

kebutuhan warga. Rancangan manajerialisme terkini dari (Saint-Martin, H., 

Hernández-Cobos, J., Bernal-Uruchurtu, M. I., Ortega-Blake, I., & Berendsen 

2000) pada prinsipnya memperhitungkan kalau kemampuan zona publik bisa 

bertambah bila prinsip-prinsip administratif diaplikasikan selaku industri 

swasta. Banyak pegiat dari zona swasta dikonsultasikan dengan alibi mereka 

lebih handal dari administrator publik. Memakai konsultan serta konsepnya 

berikan legalitas pada strategi administratif, sebab mereka berawal dari zona 

swasta. Kerangka kegiatan manajemen publik yang terkini bagi (Andrisani, P.J., 

Hakim, S. And Savas, E.S. 2002), memiliki lebih banyak konsep aspek upaya 

yang diimplementasikan untuk mencapai keahlian sektor publik berlaku 

seperti industri swasta. Wujud manajemen publik lama untuk (Bovaired & 

Loffler 2006) pula termotivasi untuk mengaplikasikan prinsip- prinsip dan 

aturan metode dari sektor swasta untuk keahlian dalam memberikan 

pelayanan. 

Bertolak dari beberapa ketidakberhasilan yang dialami oleh konsep 

manajemen publik itu sampai memerlukan dirumuskan lagi paradigma yang 

bisa memenuhi kesamarataan sosial dan membidik pada masyarakat. 

Beberapa paradigma sesudah itu mencuat antara lain yang oleh (Denhardt, 

J.V. & Denhardt 2003) diucap dengan New Public Service, dalam kesusastraan 

Administrasi publik diketahui pula dengan paradigma governance (Denhardt, 

J.V. & Denhardt 2003), public governance (Bovaired & Loffler 2006) adaptive 

governance (Eakin, H. C., & Wehbe 2009), collaborative governance (Ansell, C., 

& Gash 2008), dynamic governance (Boon Siong Neo and Geraldine Chen 



 

 

BAB 3 

DESA WISATA 

 
A. KONSEP DESA WISATA 

Desa wisata merupakan suatu bentuk perkembangan pariwisata yang 

menitik beratkan pada kontribusi masyarakat sekitar pedesaan dan 

pelestarian lingkungan area pedesaan. Desa wisata memiliki produk wisata 

yang bernilai budaya dan memiliki karakteristik tradisional yang kuat (Fandeli, 

Baiquni, Dewi, 2013) Begitu pun menurut Inskeep (2013) mendefinisikan 

wisata pedesaan yang di mana sekelompok wisatawan tinggal dalam suasana 

yang tradisional, tinggal di desa untuk mempelajari kehidupan di pedesaan. 

Menurut Peraturan Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata, desa wisata 

adalah suatu bentuk kesatuan antara akomodasi, atraksi, sarana dan 

prasarana pendukung wisata yang disajikan dalam suatu tatanan kehidupan 

masyarakat yang menyatu dengan tradisi yang berlaku. Desa Wisata adalah 

sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang 

dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih 

memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas 

pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga 

berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor 

tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor 

penting yang harus ada di suatu desa wisata (Zakaria, 2014). Sehingga unsur 

dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di 

desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial 

ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan 

pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat. 

 

B. KOMPONEN DESA WISATA 

Dalam pengembangan desa wisata yang menjadi salah satu faktor 

pentingnya adalah keaslian dari desa setempat serta integrasi dari komponen 

pariwisata yang ada. Komponen untuk pengembangan desa wisata ini tidak 

jauh berbeda dengan komponen pariwisata. Pariwisata Perdesaan adalah 



 

 

BAB 4 

MODEL TATA KELOLA DALAM 

PENGEMBANGAN DESA WISATA EDUKASI 

 
A. PEMERINTAH DESA 

Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sanskerta, "deca", 

yang mengandung makna tanah air, tanah asal, atau tempat kelahiran. 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), desa adalah wilayah tempat 

tinggal sejumlah keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri yang 

dipimpin oleh seorang kepala desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2014, desa didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki 

batas wilayah dan berwenang untuk mengatur serta mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Desa mendasarkan 

keberadaannya pada prakarsa masyarakat dan hak asal usul yang diakui 

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota. Desa terdiri atas desa 

dan desa adat, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah 

kabupaten/kota dapat melakukan penataan desa. Penataan tersebut 

bertujuan: 

a) Mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa 

b) Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa 

c) Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik 

d) Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa 

e) Meningkatkan daya saing desa. 

 

Kewenangan desa bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam 

pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan 

pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal 

usul, dan adat istiadat. Kewenangan desa meliputi: 

a) Kewenangan berdasarkan hak asal usul 

b) Kewenangan lokal berskala desa 



 

 

BAB 5 

PENUTUP 

 
Model tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan desa wisata edukasi 

menerapkan proses kolaboratif antara pemangku kepentingan yang terdiri 

dari pemerintah, perguruan tinggi, media massa, LSM, dunia usaha, dan 

masyarakat lokal (hexa helix). Proses kolaboratif dalam pengelolaan destinasi 

wisata edukasi didasarkan pada prinsip-prinsip dialog tatap muka, 

membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses, pemahaman bersama, 

dan hasil antara. Pengelolaan berbasis tata kelola kolaboratif memberikan 

perkembangan yang baik bagi destinasi wisata edukasi yang sempat terpuruk 

akibat pandemi Covid-19. Proses kolaborasi dilakukan melalui pertemuan 

rutin, komunikasi yang intens antar stakeholder, membangun kepercayaan, 

transparansi dalam pengelolaan, adanya dasar hukum bagi tim pengelola 

desa wisata, tanggap dalam menyelesaikan masalah, membangun 

kesepahaman antar stakeholder, koordinasi dalam berbagai kegiatan yang 

berdampak pada pengembangan destinasi wisata edukasi desa. Implikasi dari 

penelitian ini adalah pengembangan konsep kolaborasi dalam tata kelola 

destinasi wisata edukasi desa wisata di Indonesia. 
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